DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Gautama, Sudargo. Permukaan Bumi Memberikan Suatu Interpretasi Autentik
Tentang Apa Yang Diartikan Oleh Pembuat UUPA. Tafsiran Undang-Undang
Pokok- Pokok Agraria (1960) dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya (1996).
Cetakan Kesepuluh. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Gunanegara. Rakyat & Negara, Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembanguan.
Jakarta: Tatanusa, 2008.

Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Permbentukan Undang —
Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jilid 1. Hukum Tanah
Nasional, Edisi 2007. Jakarta: Djambatan, 2007.

Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang:
Bayumedia Publishing, 2006.

Idlam, H. Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah.
Bandung: Alumni, 2004.

Iskandar Syah, Mudakir. Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan
Umum. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.

Kelsen, Hans. Teori Hukum Murni. Bandung: Nusa Media, 2011.

Lubis, Muhammad Yamin dan Abdul Rahim Lubis. Pencabutan Hak, Pembebasan
Pengadaan Tanah. Cet 1. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Muldjaji, Kartini dan Gunawan Widjaja. Hak-Hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana,
2012.

Radbruch, Gustav. Einfuehrung In Die Rechtswissenchaft. Stuttgart: Koehler
Verlag, 1961.

Santoso, Urip. Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah. Jakarta: Prenada Media,
2005.

Sierrad, H.M.Zaki. Hukum Agraria Di Indonesia Konsep Dasar dan Implementasi.
Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2006.

Sitorus, Oloan dan Dayat Limbong. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah, 2004.

71



Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1988.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan
Pembentukannya. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Sudjito, Sarjita dkk. Restorasi Kebijakan Pengadaan, Perolehan, Pelepasan dan
Pendayagunaan Tanah, Serta Kepastian Hukum di Bidang Investasi.
Yogyakarta: TUGUJOGIJA Pustaka, 2012.

Sumarjono, Maria SW. Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Jakarta: Buku Kompas, 2009.

Sutedi, Adrian. Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan
Tanah Untuk Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Tukgali, Lieke Lianadevi. Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah
Untuk Kepentingan Umum. Cet. 1. Yogyakarta: Kertas Putih Communication,
2010.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria, Lembaran Negara No. 104 Tahun 1960 394 Yustisia. Vol. 5 No. 2
Mei - Agustus 2016 Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah
Dan Benda-Benda Yang Ada D1 Atasnya.

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas

Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

72



PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2544K/PDT/2017

WEBSITE

“MRT  Sendiri Tidak Bisa Menyelesaikan  Persoalan — Kemacetan”
https://tirto.id/mrt-sendiri-tidak-bisa-menyelesaikan-persoalan-kemacetan-
cyco, diakses tanggal 29 September 2018.

“Kinerja  Tim  Appraisal Pembebasan Lahan MRT  Dipertanyakan”
http://news.metrotvnews.com/metro/ VNn6VqJN-kinerja-tim-appraisal-
pembebas-lahan-mrt-dipertanyakan diakses tanggal 25 September 2018.

Neil Duxbury, “English Jurisprudence Between Austin and Hart”, Virginia Law
Review, Volume 91 March 2005 Number 1, 9.
http://www.virginialawreview.org.pdf. Diakses tanggal 8 Oktober 2018.

73





